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ABSTRACT 

 
Rehabilitation and Reconstruction Program and Community-Based 

Settlement Society (REKOMPAK) is one of the Public Works Department 

program to restore the independence of the community through the development 

of community-based settlement. The purpose of this program is to reconstruct 

communities and settlements were destroyed by the catastrophic eruption of 

Merapi. REKOMPAK programs are classified into technical assistance and 

financial aid. Allocation of Funds Assistance House (BDR) to Rp 30 million per 

house collapsed / heavily damaged, while the allocation of Environment Fund 

Assistance (BDL) to Rp 250 million per village / village up to a maximum of Rp 

2.5 billion. REKOMPAK funding source comes from the JRF, PSF, DMF, the 

national budget and other donors. 

In order to realize good governance, then REKOMPAK programs must 

submit an accountability report on the implementation of the program. It takes a 

control device that is accountable so REKOMPAK programs really be able to 

accommodate the needs of the victims of Mount Merapi eruption. Transparency is 

a primary aspect of accountability, meaning that openness in providing 

information related to the management activities to those who need the 

information. 

The purpose of this study was to describe the accountability and 

transparency of financial management REKOMPAK programs and to determine 

how the shape of accountability and transparency in the management practices 

REKOMPAK post-eruption of Mount Merapi in Sleman district, Yogyakarta. The 

methodology used is qualitative method. This research was conducted by 

questionnaire and interview. From the distribution of the questionnaire obtained 

research results showed that of 31 respondents said REKOMPAK accountable 

financial management by 86%, and for transparency of 92%. Not much different 

from the results of interviews with the beneficiary communities, they stated that 

REKOMPAK been able to account for the financial statements as well as its 

performance and transparency of the management and reporting. 
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ABSTRAK 

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman 

Berbasis Komunitas (REKOMPAK) merupakan salah satu program Dinas 

Pekerjaan Umum yang berupaya untuk mengembalikan kemandirian masyarakat 

melalui pembangunan permukiman yang berbasis pada komunitas. Tujuan 

program ini adalah terbangunnya kembali komunitas dan permukiman penduduk 

yang hancur akibat bencana Erupsi Merapi. Program REKOMPAK 

diklasifikasikan kedalam bantuan teknis dan bantuan dana. Alokasi Bantuan Dana 

Rumah (BDR) sebesar Rp 30 juta per rumah roboh/rusak berat, sedangkan alokasi 

Bantuan Dana Lingkungan (BDL) sebesar Rp 250 juta tiap Desa/Kelurahan 

sampai maksimal Rp 2,5 Milyar. Sumber pendanaan REKOMPAK berasal dari 

JRF, PSF, DMF, APBN maupun donor lainnya. 

Dalam rangka mewujudkan good governance, maka program 

REKOMPAK harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap 

pelaksanaan program. Dibutuhkan suatu alat kontrol pertanggungjawaban atau 

akuntabilititas agar program REKOMPAK benar-benar mampu 

mengakomodasikan kebutuhan masyarakat korban Erupsi Gunung Merapi. 

Transparansi merupakan aspek primer dari akuntabilitas, berarti bahwa adanya 

keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas 

pengelolaan sumber daya kepada pihak yang membutuhkan informasi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan program REKOMPAK serta untuk 

mengetahui bagaimana bentuk akuntabilitas dan praktik transparansi pengelolaan 

REKOMPAK pasca Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman Yogyakarta. 

Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan 

dengan kuesioner dan wawancara. Dari penyebaran kuesioner diperoleh hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa dari 31 responden menyatakan pengelolaan 

keuangan REKOMPAK akuntabel sebesar 86%, dan untuk transparansi sebesar 

92%. Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan masyarakat penerima 

manfaat, mereka menyatakan bahwa REKOMPAK sudah dapat 

mempertanggungjawabkan laporan keuangan maupun kinerjanya dan transparan 

terhadap pengelolaan maupun pelaporannya.  
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